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Menimbang ¢ & bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin
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dicapai diperlukan sustu rencana pembangunan jangka meriengah
nagari yang disusun berdasarkan visi. misi dan program kerjs Wali
Nagari;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala nagar tersebut,
pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan
tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional pemerintah nagari,
w npnu’imll Blmul. imnl'il’ Kepala  Kampung,
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- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2004 tentang tentang

Tanbahun Lasbbsan Kegars Rapublik Indoasais Nomoe #4308
Undang ~ Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang — Undang Nomoe 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
MNegara Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Megara Nomor S587):

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomer 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539 schagaimana telah diubah dengan Peruturan Pemerintah Momor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Persturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
mmmmummm
Negara Republik  Indonesia  Nomor mmamq_'r-m

Lembaran Negura Nomor 5358),
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Pedoman Pembongunan Dess;
12, Peraturan - Menteri  Desa,  Pembangunan  Daersh  Tertinggal.dan

Transmigrasi Momor | Tabun 2015 tenang Pedoman Kewenangan

Berdasirkon Hok msal Unsul don Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13, Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahon 2015 tentang Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

14, Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Kevangan Desa;

15, Peraturan  Dacrah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pokok — Pokok Pemerintahan Nagari;

|6, Peraiuran Dacrah Kabapaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Magari;

17, Peraturan Dacmh Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dnerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021

18, Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 410459 1/SE/DPMDPPKB-
PS Tahun 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangks Menengah (RPIM) Nagari Tabun 2018 - 2024
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019,
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3. Bupati adalah Bupatl Pesisir Selatan ;

4. Dewan Perwakilan Rakyst Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten
Pesisir Selatan

5. Camat adalah Perangkal Daerah yang mempunyai wilayah kerjn di tingkat Kecamatan
dalam Kabupaten Pesidir Selatan

. Desa adaloh Desa adalab desa dan desa ol atwu yang discbut dengan nama lain,
selanjuinyn disebut Nagani, adaloh kesstusn masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yung berwenang untuk  mengatur  dan  mengures  urusan  pemerintahan,
kepentingan masyarakl setempat, berdosarkon prakarsa masvarakat, hak asal — usul,
dan‘hak tradisional  yang diskui dan dibormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintaban dan kepentingan
masyarakal seternpat dalom sistem Pemerintahan Negari Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan BAMUS adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

9. Pemerintsh Nagari adalsh Wali Nagari dibantu  peranghat MNogari sebagai unsur
penvelenggaraan pemerintahan Nagari;

10, Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Wali

1. Rencana Pembangunan Menengah Naguri selanjutnyn disingkat RPIM Nagari adalah
rencana kegistan permbangunan Nagari untuk jangks waktu 6 (enam) tabun,

BAB |1
TATA CARA PENYLSUNAN DAN PENETAPAN RPIM NAGARI TAHUN 2018 - 2024

Pasal 2
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4. Setelah menyusun mncangan RPIM Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan
WRFJMWMMUSWMMMW
Nagari penyusunan RPIM Mogari untuk menbahas dan menyepakall rancangan RPPJM
Nagari menjadi dokumen RIFIM Nagari dalom bentuk Peraturin MNagari;

5. Musyawarah Nagari Penyusunan RIFIM MNagari diselenggarakan oleh BAMUS yang
dihadiri olch BAMUS, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masysrakat:

6. Setclah  dilakukan  Musyawnrah  Nagari Penyusunan RPJM  Nagari  sebagaimana
dimaksud dalam ayat l-l}dmmmlhw:liﬂqlﬂnmmlmhﬂmm
tentang  Dokumen RPIM  Nagari serts  memerintahkan  Sekretaris MNagari  untuk
mengundangkan dalam Lembaran Nagari,

BAB 111
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPIM NAGARI
Pasal 3

Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPIM
Magari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB |V
VISI DAN MISI
Pasal 4
Visi Nagari Barung Barung Balantai Tengah adalah Menciptakan Nagari Barung Barung
Balantai Tengah Lehih Maju dan Sejahtera.
Pasal 5
L m ﬂmm pmwwm mm :unl ThR, o




6. Peningkatan Sarana dan Prasaranan Keschaion dan kualitas keschatan masyarakal serts
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pentann linghungan yang bersil dan sehat,
Meningkatkan Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olag Riga.
BAH V
STRATEGE DAN ARAH KEBLIAKAN
Pasal &

Strategi Pembangunan Nagar -

1.
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Memingkatkan penyelenggaraan pemerintahan  Nagari yang baik dan bersih (good
govermence dow clean govermence)

Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan Nagari

Meninghatkan sumber — sumber pendanaan pembangunan Nagari

Meningkatkan kualitas manajemen keuangan Nagari dan administrasi Nagari
Meningkatkan kualitas pengeloluan assetkekayasn Nagari
Meningkatkan kualitas pelayanan urmum
Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakst serta kewaspadaan tcrhadsp
bhencana alam

10. Meninghkatkan kualitas lingkungan
11. Menfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, keschatan dan pendapatan masyarakat

Nagari

12. Meningkatikan kualitas kehidupan keagamaan

14, Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda
15, Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi Nagari
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4, Terwujudnya perubahan Nagar menuju sejahiers dan mandirl dengan meningkatkan
pemberdayann masyarakat Nagnri

5. Terwujudnya kualitas pomerintahan Noagarl dan BAMUS  dalam  melaksanakan
penyelenggaraan pembangunan d| Nagari

Pusal §
Arah Kebijakan Pembangunan Nagar :
1. Bidang Penvelenggaraan Pemerintah Nagari
a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
b. Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari
¢. kegintan Operasional Bamus Nagan
d. Kegistan Operasional Kepala Kampung
€. Kegiman Penyelenggaraan Musyawarah Nagari
f. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagarni
g Kegiatan Pengelolaan InformasiProfil Nagari
h. Kegmtan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Nagari
i. Kegintan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
j. Kegiatan Pemeliharaan Gedung kantor
k. Kegistan Operasional Raskin
I. Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB
. Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari/Bamus
n. Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
0. Kegiotan Pembebasan Tanah Kantor
a. Operasional Linmas Nagari




b. Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari
€. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor
d. Kegintan Pembangunan Sarana dan Prasarans Fisik Sosial
¢. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarans Keschatan
£ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
g Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan |ingkungan
h. Kegiatan Pengadaan Saruna dan Prasarana Taman Bacoan Masyarakat
i Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
j. Kegiatan Pemeliharaan Sarana - Prasarana Aparatur Nagari
k. Kegiatan Pemelibarann Sarans — Prasarana Masyarakat
I Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
m. Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro
n. Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa
“Kﬂm‘mmhﬁnﬂmmu
p. Kegiatan Pembangunan Jembatan
q. Kegiatan Pembangunan Bronjong
r. Kegiatan Pembangunan Drainase
5. Kegiatan Pendirian BUMNAG
L Kegistan Pembangunan Ekonomi Produktif
u. Kegiatan Pembangunan Pengamanan Tebing Sungi/Bukit
t.mﬂﬂﬂihﬁmﬂ
w. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
x. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni
v. Kegiatan Lainnya Sesusi Kebutuhan dan Kondisi Nagari




i, Kegiatan Peningkutan Nilai Keagamann

§- Kegiatan Pembinaan Kader Yandu/KB

k. Kegintan Pembinaan KPMN

I kegiatan Peninghatan Kapasitas Ninik Mamak

m. Kegiatan Lainnya Sesuni Kebutuhan dan Kondisi Nagari

IV Bidang Pemberdayaaan Masyarakat Nagari
a. Kegiatan Pelatiban Wall Nagari dan Perangkat
b. Kegiatan Peningkatan Kapasitus | embaga Masyarakat
<. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BEB, PMT
d. Kegiatan Pemberdayaan Ekonom| Masyarakat
. Kegiatan Pelatihn Kelompok Tani
f. Kegitan Pelatihan Teknologi Tepat Guna
g Keglatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumh Tangga
h. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
i Kegiatan Pemberdayasn TP — PKK Nagari
J. Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
k. Kegistan Pengelotann Informasi dan Komunikasi
I Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMNAG
m. Kegiatun Pelestarian Lingkungan Hidup
n. Kegiatan Penyusunan Profil Nagari/Data Nagari
0. Kegiatn Pelayanan Keschatan Masyarakat
Koo Pt . .




BAEB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal - hal lain yang belum cukup distur dalam peraturan RIFM Nagari ini akan diatur oleh
Peraturan Wali Magari dan Keputusan Wali Nagari,

Pasal 10
Peraturan Nagan tentang RPJM Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
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Ditetapkan di  © Talawi

Pada tanggal A Scptember 2018
WALI NAGARI

Barung Barung Balantai Tengah




